: ol MPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2018

MAGELANG

TENTANG

- SETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
NCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009
[ENTANG IJIN GANGGUAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
\GELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
" pEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020

pIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

enimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Pemerintah Daerah
tidak berwenang menyelenggarakan Izin Gangguan maka
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Izin Gangguan perlu dicabut;

b. bahwa dana cadangan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Magelang Tahun 2020 yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020, peruntukannya
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
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c. bahwa ber i

dimaksud dal:;s:::f a daie:]mbangan o mana
et i uruf b, perlu membentuk

acrah tentang Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7
Tahun 2009 tentang Izin Gangguan dan Pencabutan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

-1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

2011 tentang

5. Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

AKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IJIN
GANGGUAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020.

. KEPUTUSAN DEWAN PERW

Dipindai dengan CamScanner

—

o A SRR



Kota Magelang tentang Pencabutan pe

raturan Daerah
Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tents ol

ng ljin Gangguan dan
pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahy
n

2017 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 agar disampaikan
kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor
register Peraturan Daerah.

. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada  Diktum
| KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
persama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018
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